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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Di era Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo 
dan Jusuf Kalla, Indonesia mempunyai strategi pembangunan yang 
dinamakan dengan nawacita. Strategi tersebut digagas untuk menunjukkan 
prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, 
serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. 
Di dalam nawacita terdapat sembilan agenda prioritas Bapak Joko Widodo, 
salah satu dari kesembilan agenda tersebut ialah pemberdayaan ekonomi desa. 
 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterbitkan  guna 
mewujudkan pemberdayaan ekonomi desa. Regulasi mengenai desa yaitu 
Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga didukung dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan 
Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Meskipun sebelumnya sudah ada 
Undang-Undang mengenai desa salah satunya ialah Undang-Undang Nomor: 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Namun dengan Undang-Undang 
Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dengan peraturan lain yang terkait 
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telah memberikan dasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
 Ada satu  hal  pokok yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa) tepatnya bab X dengan empat pasal di dalamnya yaitu pasal 87 
sampai pasal 90 di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa. Di dalam bab tersebut disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan 
Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar  modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa 
ialah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa 
agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat 
dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja 
sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang 
dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, 
membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, 
serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 
Dilihat dari tujuan pendiriannya Badan Usaha Milik Desa mempunyai 
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peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa karena untuk 
meningkatkan kesejahteraan warga desa selain itu Badan Usaha Milik Desa 
merupakan kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan yang harus didukung 
oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta masyarakat desa. 
 Salah satu wilayah di Indonesia yang ikut melaksanakan pemberdayaan 
desa ialah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan Daerah 
Tingkat Satu (DATI I) yang sebagian besar wilayahnya merupakan pedesaan 
dengan jumlah desa 7.809 desa. Dari 7.809 desa di Jawa Tengah, saat ini 
sudah ada 1.736  Badan Usaha Milik Desa. Dan saat ini baru ada tiga 
kabupaten yang semua desanya memiliki Badan Usaha Milik Desa yakni 
Jepara 184 desa, Karanganyar 162 desa, dan Sukoharjo 150 desa. Jumlah 
Badan Usaha Milik Desa yang masih sedikit terdapat di Kabupaten Purworejo 
dengan 4 Badan Usaha Milik Desa dari 469 desa, Kabupaten Tegal baru 
memiliki 2 Badan Usaha Milik Desa dari 281 desa, Sragen 7 Badan Usaha 
Milik Desa dari 196 desa. Bahkan Kabupaten Kudus yang memiliki 123 desa 
sama sekali belum ada Badan Usaha Milik Desa. 
 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagi desa-desa 
di Provinsi Jawa Tengah dirasa sangat penting untuk dilaksanakan. 
Khususnya mengenai pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa karena dengan 
Badan Usaha Milik Desa, pemerintah desa dapat mengoptimalkan potensi 
desa yang ada yang mana dapat mensejahterakan masyarakat desa tersebut. 
Yang artinya program-program pemerintah yang terkandung di dalam 
Nawacita dapat tercapai, salah satunya pemberdayaan desa. Sebab baru 22% 
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Dana Desa
(Rupiah)
1 Kab. Banjarnegara 74.810.054.000
2 Kab. Banyumas 89.291.645.000
3 Kab. Batang 66.579.163.000
4 Kab. Blora 74.816.870.000
5 Kab. Boyolali 72.548.977.000
6 Kab. Brebes 94.563.325.000
7 Kab. Cilacap 81.060.083.000
8 Kab. Demak 73.852.473.000
9 Kab. Grobogan 80.175.760.000
10 Kab. Jepara 55.540.072.000
11 Kab. Karanganyar 46.196.873.000
12 Kab. Kebumen 125.844.565.000
13 Kab. Kendal 74.239.102.000
14 Kab. Klaten 108.674.969.000
15 Kab. Kudus 36.178.610.000
16 Kab. Magelang 101.155.122.000
17 Kab. Pati 110.946.620.000
18 Kab. Pekalongan 77.762.725.000
19 Kab. Pemalang 66.619.532.000
20 Kab. Purbalingga 66.606.973.000
21 Kab. Purworejo 124.419.463.000
22 Kab. Rembang 79.709.975.000
23 Kab. Semarang 57.840.951.000
24 Kab. Sragen 56.174.163.000
25 Kab. Sukoharjo 43.045.054.000
26 Kab. Tegal 81.620.159.000
27 Kab. Temanggung 72.423.652.000
28 Kab. Wonogiri 69.330.086.000
29 Kab. Wonosobo 66.862.280.000
Jumlah 2.228.889.296.000
NAMA DAERAHNO 
dari total jumlah desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang baru memiliki 
Badan Usaha Milik Desa. Hal tersebut justru masih sangat kurang untuk 
mewujudkan desa yang berdaya saing. Berikut disajikan Alokasi Dana Desa 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan 2016: 
Tabel I.1 
Alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2015 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : DJPK Kementrian Keuangan RI 
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DANA DESA
(Rupiah)
1 Kab. Banjarnegara 167.884.303.000
2 Kab. Banyumas 200.450.575.000
3 Kab. Batang 149.403.922.000
4 Kab. Blora 167.873.329.000
5 Kab. Boyolali 162.801.910.000
6 Kab. Brebes 212.385.910.000
7 Kab. Cilacap 181.985.398.000
8 Kab. Demak 165.814.611.000
9 Kab. Grobogan 179.971.445.000
10 Kab. Jepara 124.699.832.000
11 Kab. Karanganyar 103.686.344.000
12 Kab. Kebumen 282.401.546.000
13 Kab. Kendal 166.595.736.000
14 Kab. Klaten 243.866.425.000
15 Kab. Kudus 81.222.147.000
16 Kab. Magelang 226.980.301.000
17 Kab. Pati 248.952.687.000
18 Kab. Pekalongan 174.527.576.000
19 Kab. Pemalang 149.607.350.000
20 Kab. Purbalingga 149.527.020.000
21 Kab. Purworejo 279.101.050.000
22 Kab. Rembang 178.863.338.000
23 Kab. Semarang 129.797.974.000
24 Kab. Sragen 126.080.582.000
25 Kab. Sukoharjo 96.619.355.000
26 Kab. Tegal 183.211.736.000
27 Kab. Temanggung 162.495.600.000
28 Kab. Wonogiri 155.565.696.000
29 Kab. Wonosobo 150.053.469.000
JUMLAH 5.002.427.167.000
NAMA DAERAHNO 
Tabel I.2 
Alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : DJPK Kementrian Keuangan RI 
Dana desa sebesar Rp 5.002.427.167.000 di tahun 2016 yang 
pemerintah pusat anggarkan untuk Provinsi Jawa Tengah. Yang mengalami 
kenaikan hampir sebesar 50% dari anggaran di tahun 2015. 
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Gambar I.1 
Grafik Alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2015 dan 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setiap desa dari jumlah 7.809 desa masing-masing mendapat dana desa 
sebesar rata-rata Rp 640.597.500. Maka harus dapat digunakan untuk 
mewujudkan tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu desa yang berdaya saing 
sehingga meningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah 
satunya melalui pengoptimalan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.  
 Karena pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bagi desa di 
Provinsi Jawa Tengah, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 
”Praktik Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Pemerintahan Desa 
Provinsi Jawa Tengah” 
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B. Rumusan Masalah 
 Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tujuannya sangat 
jelas yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa maupun masyarakat desa 
dan untuk mengoptimalkan potensi desa sehingga menjadi desa yang berdaya 
saing. Dengan dana desa yang rata-rata per desa di Provinsi Jawa Tengah 
akan menerima hampir Rp 600 juta. Terkait hal ini apakah pemerintah desa 
memahami regulasi yang berlaku. Maka perlu dilakukan pengawasan dalam 
pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut, khususnya disektor pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dana 
desa. Terdapat mekanisme yang harus dipatuhi terkait Badan Usaha Milik 
Desa guna memenuhi tata tertib administratif. Atas dasar masalah tersebut 
perlu dilakukan pembahasan mengenai: 
1. Bagaimana persepsi antara pengawas (inspektorat) dan pelaksana (aparatur 
desa) terhadap pemahaman regulasi terkait praktik pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa di desa Provinsi Jawa Tengah? 
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C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah yang ada. Tujuan 
penelitian dijelaskan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui persepsi pengawas (inspektorat) dan pelaksana (aparatur 
desa)  dalam memahami regulasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di 
desa Provinsi Jawa Tengah di dalam praktiknya.  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Pemerintah Daerah 
Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat digunakan sebagai bahan 
evaluasi dan informasi untuk penyusunan kebijakan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dapat digunakan sebagai 
bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya terutama terkait dana desa pada 
umumnya dan Badan Usaha Milik Desa pada khususnya. 
